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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat ditarik
kesimpulannya sebagai berikut:

1. Adapun pola pembinaan residivis terhadap narapidana yaitu residevis
seringkali dilakukan oleh orang karena berbagai macam faktor, entah itu faktor
ekonomi, keluarga, percintaan dan lain sebagainya. Sama hal nya dengan yang
terjadi di Lombok tengah tepatnya di Rumah Tahanan Negara kelas 1B Praya,
banyak sekali tindak pidana yang dilakukan oleh seorang narapidana yang baru
saja keluar, bahkan tidak hanya satu kali melakukan residevis melainkan
berkali-kali, setiap pertanyaan yang dilontarkan oleh petugas jawaban mereka
hanya karena faktor ekonomi, keluarga dan bahkan tidak ada orang yang
percaya mereka untuk bekerja karena sudah sering masuk tahanan.

2. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya melakukan beberapa upaya untuk
menanggulangi terjadinya pengulangan kejahatan (residivis) yaitu memberikan
pelatihan adapun tujuannya adalah untuk memberikan keterampilan pada
narapidana sebagai modal nanti setelah mereka keluar dari Rumah Tahanan
Negara Kelas IIB Praya dan memberikan asimilasi dengan tujuan untuk
memberikan ruang kepada para narapidana untuk berbaur dengan masyarakat

sebelum mereka kembali ke dalam lingkungan masyarakat.
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B. Saran
1. Demi tidak terjadinya tindak pidana dalam mengulang kembali kejahatan
(residivis) maka perlu dilengkapi dengan bermacam pola yang lebih tersusun
rapi dan perlu ditambahkan pengaturan tentang KUHP.
2. Supaya program binaan tercapai dengan baik maka petugas sebagai pemberi
binaan harus memiliki strategi yang lebih baik lagi dari pada sebelumnya,

supaya narapidana merasa senang dan nyaman.
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